








Pegawai negeri atau penyelenggara negara
(Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi
yang dianggap suap (terlarang) lama 
kelamaan dapat terjerumus melakukan
korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan
dan korupsi lainnya. 
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Seperti:
• Peringatan peistiwa spesial
• Ekspresi persahabatan
• Wujud terima kasih kepada teman/keluarga









Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah 

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)



Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan  perundangan yang 
berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota dll.



(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)







Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013



Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 







Perbedaan
Pemerasan, Suap, 
dan Gratifikasi
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